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KATA SAMBUTAN 
 
Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
saya menyambut baik hadirnya buku berjudul "Perihal 
Etika dan Integritas Pengawas Pemilu: Tantangan 
Kelembagaan Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala 
Daerah" ini. Karya ini hadir di saat yang krusial, ketika 
bangsa kita tengah menghadapi tantangan dalam menjaga 
integritas proses demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan 
kepala daerah merupakan manifestasi demokrasi yang 
memiliki peran strategis dalam pembangunan dan 
kemajuan daerah. Namun, kompleksitas persoalan yang 
menyertainya menuntut adanya pengawasan yang efektif, 
berintegritas, dan profesional. Di sinilah peran vital Badan 
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sesungguhnya 
menjadi begitu bermakna. 
 
Penullis nampaknya telah mengupas secara komprehensif 
berbagai aspek etika dan integritas yang menjadi tantangan 
bagi para pengawas pemilu. Dengan analisis yang tajam dan 
mendalam, penulis membedah kompleksitas persoalan 
yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, mulai 
dari ancaman terhadap independensi, godaan suap dan 
gratifikasi, tekanan politik, intimidasi dan ancaman 
keamanan, hingga potensi manipulasi dan penyalahgunaan 
wewenang. Karya ini tidak hanya berhenti pada identifikasi 
masalah, namun juga menawarkan solusi konkret dan 
strategi penguatan kelembagaan yang aplikatif. 
 
Signifikansi buku ini terletak pada kontribusinya dalam 
mengisi kesenjangan literatur tentang etika dan integritas 
pengawas pemilu di Indonesia. Dengan pendekatan 
interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, 
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politik, dan manajemen organisasi, karya ini menawarkan 
kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami dan 
mengatasi tantangan etika dalam pengawasan pemilu. Dari 
segi praktis, buku ini menyajikan rekomendasi yang 
berbasis bukti dan dapat diimplementasikan untuk 
meningkatkan kinerja dan integritas Bawaslu. 
 
Analisis mendalam tentang dilema etis yang dihadapi 
pengawas pemilu di lapangan memberikan wawasan 
berharga bagi para praktisi dan pembuat kebijakan dalam 
merancang strategi pengawasan yang lebih efektif dan 
berintegritas. Buku ini juga membahas secara kritis peran 
teknologi informasi dalam pengawasan pemilu modern, 
serta tantangan baru yang muncul di era digital seperti 
penyebaran hoaks dan manipulasi data pemilih secara 
online. 
 
Karya ini menekankan pentingnya pengembangan budaya 
organisasi yang beretika di lingkungan Bawaslu. Penulis 
berargumen bahwa penguatan etika dan integritas tidak 
cukup hanya melalui regulasi dan sanksi, tetapi juga 
membutuhkan internalisasi nilai-nilai moral dan 
profesional dalam diri setiap pengawas pemilu. Strategi-
strategi inovatif seperti program mentoring, pelatihan etika 
berkelanjutan, dan sistem pelaporan pelanggaran yang 
efektif dibahas secara mendalam sebagai upaya 
membangun budaya integritas yang berkelanjutan. 
 
Saya berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi wajib 
bagi jajaran Bawaslu, tetapi juga bagi seluruh pemangku 
kepentingan dalam proses demokrasi kita. Politisi, 
akademisi, jurnalis, hingga masyarakat umum akan 
mendapatkan perspektif yang mendalam tentang 
tantangan dan upaya mewujudkan pemilu yang 



 vii 

berintegritas. Karya ini diharapkan dapat menjadi katalis 
bagi diskusi publik yang lebih luas tentang peran vital 
pengawasan dalam menjaga kualitas demokrasi di 
Indonesia. 
 
Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang 
tinggi kepada para penulis atas karya ilmiah yang 
monumental ini. Semoga buku ini menjadi sumbangsih 
nyata bagi penguatan demokrasi Indonesia, khususnya 
dalam mewujudkan pilkada yang jujur, adil, dan 
bermartabat. Selamat membaca dan semoga karya ini 
dapat menginspirasi kita semua untuk terus menjaga dan 
meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. 
 
 

Manado,  Maret 2024 
 

Dr. Ardiles M.R. Mewoh, S.IP., M.Si. 
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 
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KATA PENGANTAR 
 
Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu 
perwujudan demokrasi di tingkat lokal yang memiliki 
peran strategis dalam pembangunan dan kemajuan daerah. 
Sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin daerah 
secara langsung, pilkada menjadi arena kontestasi politik 
yang sarat dengan berbagai kepentingan. Di sinilah peran 
pengawas pemilu menjadi sangat krusial untuk 
memastikan proses pemilihan berjalan secara jujur, adil, 
dan demokratis. 
 
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai 
lembaga yang diamanatkan undang-undang untuk 
mengawasi penyelenggaraan pemilu, termasuk pilkada, 
dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga 
integritas proses pemilihan. Salah satu isu fundamental 
yang perlu mendapat perhatian serius adalah etika dan 
integritas pengawas pemilu itu sendiri. Tanpa landasan 
etika yang kuat dan integritas yang tak tergoyahkan, 
pengawasan pemilu berpotensi menjadi formalitas belaka 
yang justru dapat mencederai nilai-nilai demokrasi yang 
hendak dijunjung tinggi. 
 
Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengkaji secara 
mendalam berbagai aspek terkait etika dan integritas 
pengawas pemilu, khususnya dalam konteks pengawasan 
pilkada. Melalui pembahasan yang komprehensif, buku ini 
mengupas konsep dan ruang lingkup etika pengawas 
pemilu, mengidentifikasi tantangan dan dilema etis yang 
dihadapi, serta menawarkan strategi penguatan etika dan 
integritas kelembagaan Bawaslu. 
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Dengan menghadirkan analisis yang tajam dan 
rekomendasi yang aplikatif, buku ini diharapkan dapat 
menjadi referensi berharga bagi para pengawas pemilu, 
penyelenggara pilkada, akademisi, serta pemangku 
kepentingan lainnya yang memiliki perhatian terhadap 
peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Lebih jauh, 
kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya 
membangun sistem pengawasan pemilu yang berintegritas, 
sehingga mampu menghasilkan pilkada yang berkualitas 
dan pemimpin daerah yang legitimasinya tidak 
terbantahkan. 
 
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. 
Semoga karya ini dapat memberikan manfaat nyata bagi 
penguatan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam 
mewujudkan pilkada yang berintegritas dan bermartabat. 
 

Manado, Maret 2025 
 

Penulis 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Buku ini mengupas tuntas etika dan integritas pengawas 

pemilu dalam konteks pengawasan Pilkada di Indonesia, 

menyoroti tantangan etis yang dihadapi Bawaslu, dan 

mengusulkan strategi penguatan kelembagaan. Pilkada, 

sebagai perwujudan demokrasi lokal, rentan terhadap 

pelanggaran, sehingga peran Bawaslu sangat krusial. Etika 

dan integritas pengawas menjadi fondasi pengawasan yang 

efektif dan terpercaya. Buku ini mengidentifikasi berbagai 

tantangan etis, seperti konflik kepentingan, tekanan politik, 

suap, ancaman independensi, intimidasi, manipulasi 

wewenang, serta kebocoran informasi. Untuk mengatasi 

hal ini, diusulkan strategi penguatan kelembagaan Bawaslu 

melalui pengembangan budaya organisasi beretika, 

program pelatihan etika berkelanjutan, sistem pelaporan 

pelanggaran yang efektif, dan penguatan pengawasan 

internal. Rekomendasi utamanya meliputi internalisasi 

nilai-nilai integritas, pengembangan kode etik 

komprehensif, pelatihan etika rutin, sistem pelaporan yang 

mudah diakses dan melindungi pelapor, serta penguatan 

mekanisme pengawasan yang mempertimbangkan aspek 

etika. Penerapan strategi ini diharapkan dapat 

meningkatkan integritas Bawaslu, kepercayaan publik, 
serta efektivitas pengawasan demi Pilkada yang jujur, adil, 

dan demokratis. 
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BAB 1 – Pendahuluan 

A. Gambaran Umum Persoalan 
Pemilu memiliki urgensi yang fundamental dalam sistem 

demokrasi modern karena berperan sebagai pilar utama 

perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagai mekanisme 

konstitusional, pemilu memungkinkan warga negara secara 

langsung menentukan arah pemerintahan melalui 

pemilihan wakil rakyat dan pemimpin politik, sehingga 

memberikan legitimasi yang kuat kepada pemerintah 

terpilih. Proses ini menjamin bahwa kekuasaan politik 

berasal dari mandat rakyat, bukan dari kekuatan koersif 

atau klaim sepihak. Selain itu, pemilu berfungsi sebagai 

sarana rotasi kekuasaan yang damai, mencegah monopoli 

kekuasaan dan meminimalisasi potensi konflik politik 

melalui prosedur hukum yang terstruktur.  

Di sisi lain, pemilu juga menjadi instrumen penting dalam 

membangun partisipasi politik masyarakat, di mana 

keterlibatan aktif warga negara dalam pemilihan tidak 
hanya memperkuat kesadaran demokratis, tetapi juga 

menciptakan akuntabilitas pemimpin melalui mekanisme 

evaluasi periodik. Lebih dari sekadar ritual politik, pemilu 

yang berintegritas berperan sebagai penjaga stabilitas 

sistem ketatanegaraan dengan memastikan pemerintahan 

yang terbentuk sesuai dengan kehendak mayoritas, 

sekaligus menjamin perlindungan hak-hak minoritas 

melalui prinsip keadilan prosedural. Dalam konteks yang 

lebih luas, pemilu yang transparan dan inklusif menjadi 

fondasi bagi pembangunan tata kelola negara yang 
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BAB 2 – Konsep Etika dan 

Integritas Dalam Konteks 

Pengawasan Pemilu 

A. Definisi dan Ruang Lingkup Etika 

Pengawas Pemilu 
Definisi dan ruang lingkup etika pengawas pemilu 

merupakan aspek penting dalam menjaga integritas 

proses demokrasi di Indonesia. Etika pengawas pemilu 

dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma, nilai, dan 

prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku bagi 

pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya. Dapat pula diartikan sebagai standar 

perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh pengawas 

pemilu untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan 

profesionalitas dalam pengawasan pemilu. 

Etika pengawas pemilu adalah fondasi penting dalam 

menjaga integritas demokrasi, yang didefinisikan sebagai 

seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang 

membimbing perilaku pengawas pemilu dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Standar perilaku 

ini menjadi kompas untuk menjaga integritas, kredibilitas, 

dan profesionalitas dalam pengawasan pemilu. Ruang 

lingkupnya meliputi netralitas, imparsialitas, integritas, 

profesionalisme, independensi, transparansi, 

akuntabilitas, kerahasiaan, dan penghormatan terhadap 
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BAB 3 – Dilema Etis Dalam 

Pengawasan Pilkada 

A. Potensi Konflik Kepentingan 
Dilema etis dalam pengawasan Pilkada terkait erat dengan 

potensi konflik kepentingan yang dapat muncul di kalangan 

pengawas pemilu diantaranya meliputi potensi konflik 

kepentingan. Beberapa bentuk potensi konflik kepentingan 

yang dapat muncul dalam pengawasan Pilkada meliputi: 

a. Hubungan pribadi atau kekerabatan antara 

pengawas dengan peserta atau penyelenggara 

Pilkada (Alfa & Fahmi, 2022). 

b. Godaan untuk menerima suap atau melakukan 

praktik korupsi (Alfa & Fahmi, 2022) 

c. Tekanan politik dari berbagai pihak yang dapat 

mempengaruhi independensi pengawas (Alfa & 

Fahmi, 2022). 

d. Keterlibatan pengawas dalam kontrak atau 

kegiatan yang menguntungkan diri sendiri atau 

keluarganya (John Pelissero, 2023). 

Konflik kepentingan sendiri dapat berdampak serius pada 

integritas proses pengawasan Pilkada. Konflik kepentingan 

dapat menurunkan objektivitas dan profesionalisme 

pengawas dalam menjalankan tugasnya. Selain daripada itu 

dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses dan 

hasil Pilkada. Juga dapat berpotensi menimbulkan 

pelanggaran etika dan regulasi kepemiluan. 
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BAB 4 – Tantangan Integritas 

Dalam Pengawasan Pilkada 

A. Ancaman Terhadap Independensi 

Pengawas 
Beberapa ancaman utama terhadap independensi 

pengawas pemilu dalam pilkada, antara lain: 

1. Intervensi Politik. Salah satu ancaman serius adalah 

adanya intervensi atau tekanan politik terhadap 

pengawas pemilu. Beberapa bentuknya meliputi 

(Cheeseman et al., 2020): 

a. Penunjukan komisioner yang memiliki 

afiliasi politik kuat. 

b. Intimidasi terhadap komisioner melalui 

ancaman dan peringatan. 

c. Penolakan pemimpin politik untuk 
mematuhi keputusan pengawas pemilu 

meskipun memiliki kewenangan formal. 

2. Keterbatasan Wewenang. Pengawas pemilu 

seringkali menghadapi kendala keterbatasan 

wewenang dalam menindaklanjuti temuan 

pelanggaran (Elviandri & Safitri, 2023): 

a. Rekomendasi pengawas pemilu tidak 

bersifat final dan tidak memiliki kekuatan 

eksekutorial. 

b. Adanya perbedaan interpretasi regulasi 

antara KPU dan Bawaslu terkait tindak 

lanjut rekomendasi pelanggaran 

administratif.
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BAB 5 – Strategi Penguatan 

Etika dan Integritas 

Kelembagaan 

A. Pengembangan Budaya Organisasi 

Beretika 
Pengembangan budaya organisasi beretika menjadi fondasi 

utama bagi penguatan etika dan integritas di lembaga 

pengawas pemilu seperti Bawaslu, karena etika dan 

integritas tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan 

harus tumbuh dari dalam diri setiap individu dan menjadi 

bagian dari identitas kolektif organisasi. Budaya organisasi 

yang beretika menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai 

seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan 

tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi pedoman 

perilaku sehari-hari. Dalam konteks Bawaslu, hal ini berarti 

bahwa setiap pengawas pemilu harus memiliki komitmen 

yang kuat untuk menjalankan tugasnya secara profesional, 

objektif, dan tanpa memihak kepada kepentingan apapun 

kecuali kebenaran dan keadilan. Budaya organisasi 

beretika membantu menciptakan sistem nilai yang 

konsisten dan koheren, sehingga memudahkan para 

anggota organisasi untuk memahami apa yang diharapkan 

dari mereka dan bagaimana mereka harus bertindak dalam 

situasi yang kompleks atau ambigu.
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BAB 6 – Peran Kepemimpinan 

Dalam Menegakkan Etika dan 

Integritas 

A. Keteladanan Pimpinan Dalam 

Berperilaku 
Keteladanan pimpinan merupakan aspek penting dalam 

peran pemimpin untuk menegakkan etika dan integritas 

dalam organisasi. Terdapat beberapa poin kunci terkait hal 

ini antara lain: 

1. Pemimpin sebagai role model etis. Pemimpin 

memiliki peran krusial sebagai teladan etis bagi 

anggota organisasi. Brown et al. mendefinisikan 

kepemimpinan etis sebagai "demonstrasi perilaku 

yang sesuai norma melalui tindakan pribadi dan 

hubungan interpersonal, serta promosi perilaku 

tersebut kepada pengikut melalui komunikasi dua 

arah, penguatan, dan pengambilan keputusan" 

(Vaja, 2017). Dengan menunjukkan perilaku etis 

secara konsisten, pemimpin dapat memotivasi 

anggota untuk mengadopsi standar etika yang 

sama. 

Membangun budaya etis organisasi. Keteladanan 

pemimpin berperan penting dalam membentuk 
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BAB 7 – Kebijakan Strategis  

A. Program Pengembangan Karakter 

dan Integritas 
Pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum 

dan pembelajaran merupakan strategi penting dalam 

penguatan etika lembaga. Beberapa langkah yang dapat 

dilakukan antara lain (Anik Ghufron, 2010): 

a. Merumuskan nilai-nilai karakter inti yang akan 

dikembangkan, seperti kejujuran, tanggung jawab, 

integritas, dan kepedulian. 

b. Mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam 

rencana pembelajaran dan kegiatan. 

c. Menggunakan metode pembelajaran yang 

mendukung pengembangan karakter, seperti 

pembelajaran berbasis proyek dan diskusi. 

Sementara itu hal lain yang perlu dilakukan yakni 

pengembangan budaya organisasi beretika. Membangun 

budaya organisasi yang mendukung etika dan integritas 

merupakan langkah strategis dalam penguatan etika 

lembaga (Arwiyah et al., 2020): 

a. Merumuskan dan menginternalisasikan nilai-nilai 

inti organisasi yang menjunjung tinggi integritas. 

Pemimpin berperan sebagai teladan dalam 

menerapkan standar etika tertinggi. 

Menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku 

etis dan berintegritas.
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BAB 8 – Implementasi Hukum 

dan Kebijakan 

A. Analisis kebutuhan penguatan 

regulasi terkait etika pengawas 
Kebutuhan penguatan regulasi terkait etika pengawas 

pemilu sangat diperlukan dalam rangka membangun 

kelembagaan pengawas pemilu yang berintegritas. Upaya 

ini mencakup beberapa area kunci yang perlu menjadi 

fokus perhatian untuk menciptakan kerangka etika yang 

lebih kuat dan efektif. 

Penyempurnaan kode etik pengawas pemilu merupakan 

langkah awal yang krusial. Kode etik yang ada perlu direvisi 

agar lebih komprehensif, mencakup prinsip-prinsip dasar 

seperti integritas, profesionalitas, netralitas, dan 
akuntabilitas. Selain itu, perlu dirumuskan standar perilaku 

yang lebih rinci dalam pelaksanaan tugas pengawasan, 

serta mekanisme penegakan kode etik yang lebih efektif. 

Hal ini akan memberikan panduan yang jelas bagi 

pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya. 

Penguatan mekanisme penanganan pelanggaran etika juga 

menjadi aspek penting yang perlu diatur lebih lanjut. 

Regulasi harus mencakup prosedur pelaporan dan 

penanganan dugaan pelanggaran etika yang lebih jelas dan 

terstruktur. Bawaslu perlu diberikan kewenangan yang 

lebih kuat dalam menindak pelanggaran etika di tingkat 
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BAB 9 – Penutup 
 
Etika dan integritas pengawas pemilu merupakan fondasi 
utama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. 
Melalui pembahasan yang telah dilakukan, terlihat jelas 
bahwa tantangan yang dihadapi dalam menegakkan etika 
dan integritas pengawas pemilu sangatlah kompleks dan 
multidimensi. Mulai dari potensi konflik kepentingan, 
tekanan politik, godaan suap dan gratifikasi, hingga 
ancaman terhadap keamanan individu pengawas, 
semuanya membutuhkan pendekatan yang komprehensif 
dan berkelanjutan. 
 
Penguatan etika dan integritas kelembagaan Bawaslu tidak 
bisa dilihat sebagai upaya yang terpisah, melainkan harus 
menjadi bagian integral dari seluruh aspek operasional 
lembaga. Pengembangan budaya organisasi yang beretika, 
implementasi program pelatihan dan sosialisasi etika yang 
berkelanjutan, serta penguatan mekanisme pengawasan 
internal merupakan langkah-langkah strategis yang harus 
dijalankan secara simultan dan konsisten. Peran 
kepemimpinan dalam hal ini menjadi sangat krusial, di 
mana keteladanan pimpinan dalam berperilaku etis akan 
menjadi panutan dan inspirasi bagi seluruh jajaran 
pengawas pemilu. 
 
Namun demikian, upaya penguatan etika dan integritas 
pengawas pemilu bukanlah tanggung jawab Bawaslu 
semata. Diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai 
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai 
politik, masyarakat sipil, dan media massa. Sinergi antar 
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pendidikan Magister Administrasi Publik di Universitas 

Wijaya Putra jurusan Administrasi Publik pada tahun 2022. 

Erwin memiliki pengalaman yang sangat luas dalam bidang 

kepemiluan. Ia memulai karirnya sebagai Ketua Kelompok 

Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada tahun 2005. Sejak 

saat itu, ia telah memegang berbagai posisi penting dalam 

pengawasan pemilihan, termasuk sebagai anggota Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK), Ketua Panitia Pengawas 

Pemilihan Kecamatan (Panwascam), juga Ketua Panitia 

Pengawas Pemilihan Kabupaten.  

Pengalaman kepemiluannya yang paling menonjol 

termasuk menjadi Ketua Panwaskab Minahasa untuk 
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Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 

2014, serta Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 

2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Staf Divisi HPP 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016 dan 

Koordinator HP3S Bawaslu Kabupaten Minahasa tahun 

2018.  

Selain aktif dalam bidang kepemiluan, Erwin juga memiliki 

pengalaman organisasi yang beragam. Ia pernah menjabat 

sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Tondano Utara 

dan Wakil Ketua Karang Taruna Indonesia Kabupaten 

Minahasa. Dalam lingkup gereja, ia pernah menjadi bagian 

dari Komisi Remaja GMIM Wilayah Tondano I, Ketua 

Pemuda GMIM Eben Haezer Wulauan Wilayah Tondano I, 

dan anggota Bidang PSDD Komisi Pemuda Sinode GMIM. 

Terakhir, ia juga terlibat dalam Pokja PKB GMIM periode 

2014-2018 untuk Pendidikan Politik Warga Gereja. 

Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman 

kepemiluan yang ekstensif, dan keterlibatan aktif dalam 

berbagai organisasi, Erwin Franklin Sumampouw telah 

membuktikan dedikasinya dalam bidang pengawasan 

pemilu dan pengembangan masyarakat di Sulawesi Utara. 
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Tentang Penulis 

 

Prof. Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., S.H., M.Pd. Lahir di 

Taratara (Tomohon) 20 April 1983 adalah dosen di Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Pada Tahun 

2007, menyelesaikan Program Sarjana pada Sekolah Tinggi 

Filsafat Seminari Pineleng. Pada Tahun 2024, 

menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum Pada Fakultas 

Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik Universitas Terbuka. Pada 

Tahun 2011, menyelesaikan Program Magister Pendidikan 

Kewarganegaraan pada Sekolah Pascasarjana Universitas 

Pendidikan Indonesia Bandung. Pada tahun 2018, 

menyelesaikan Program Doktor pada Program Studi Ilmu 

Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Pada saat 

ini penulis aktif membina mata kuliah: Pendidikan 

Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan 

Karakter, Pendidikan Civis, Isu-isu Kontemporer PPKn, 

Etika Kewarganegaraan, Filsafat Pancasila, Filsafat Sosial, 

Filsafat Ilmu, dan Filsafat Pendidikan. Penulis juga aktif 

melakukan penelitian dan pengabdian dalam bidang PPKn. 

Saat ini penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam bidang PPKn. Sejak 1 Desember 

2024 mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri 
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Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 

Direktorat Jenderal     Pendidikan Tinggi, Riset, dan 

Teknologi untuk kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke 

Guru Besar dalam bidang ilmu Sosiologi Kewarganegaraan. 

  



 174 

 


